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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di Ho Chi Minh City (KJRI HCMC) tahun 2015 - 2019, merupakan salah
satu perwljudan dari komitmen KJRI HCMC, sebagai salah satu instansi pemerintah
yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat untuk penanganan
masalah ekonomi, sosial budaya, penerangan, konsuler, perlindungan Warga
Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, dan
dalam melaksanakan upaya-upaya penegakan “"good governance”. Dokumen
Renstra ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan KJRI
HCMC dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perwakilan selama periode
tahun 2015 - 2019, atau sesuai masa jabatan Kepala Perwakilan, sehingga program
dan  kegiatan tersebut menjadi lebih terarah dan terfokus serta

dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renstra sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia. Sementara itu, berdasarkan UU nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.02/2006 tanggal 12 Juli
2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga tahun 2007, Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan RI di luar negeri diharuskan menyusun perencanaan:anggaran dengan
mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). :

Oleh karena itu, KJRI HCMC memandang perlu menyusun Rencana Strategi
tahun 2015 - 2019 yang menjabarkan target kinerja KIRI HCMC yang harus dicapai
selama 5 (lima) tahun, dan dikaitkan dengan anggaran yang akan dialokasikan untuk
mencapai target tersebut. Berhubung penyusunan Renstra merupakan salah satu
komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), maka penyusunan AKIP dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), akan dikaitkan pula dengan alokasi anggaran yang terdapat
dalam DIPA untuk tahun-tahun terkait. .

Akhirnya, kami mengharapakan agar Renstra KJRI HCMC tahun 2015 - 2019
ini dapat digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait sebagai
pedoman dalam mengukur dan menilai kinerja KJRI HCMC secara transparan dan
obyektif sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

Ho Chi Minh City, 15 Mei 2015
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-KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

HO CHI MINH CITY

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI HO CHI MINH CITY

NOMOR : SK.044/KP/XIi/2015

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA} PERWAKILAN Rl HO CHIi MINH CITY

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015 - 2019

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar
negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015
- 2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
Kementerian Luar Negeri yang telah menetapkan visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, arahan kebijakan, strategi dan
program;

bahwa pada Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor
01/B/RO/IVI2015/01 tentang Rencana Strategis (Rensira)
Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 mengamanatkan
setiap Perwakilan Rl di luar negeri menyusun Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019 sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri
RI;

bahwa untuk menindakianjuti hal tersebut Perwakilan Rl Ho
Chi Minh City telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015 — 2019;

Bahwa beardasarkan. pertimbangan pada huruf a, b dan c,
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Rl
tentang Rencana Sirategis (Renstra) Perwakilan Rl Ho Chi
Minh City Tahun 2015 - 2018

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasionai (RPJN) 2005 -
2025,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ientang
Perencanaan Pembangunan Nasional,
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Menetapkan

Kesatu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1'7' Tahun 20013 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Rl di Luar Negeri,

Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2014 tanggal 19
Agustus 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Jean Anes sebagai
Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho
Chi Minh City, Repubiik Sosialis Vietnam;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentan'g Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019; _

Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/BAPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penelaahan  Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk
Perjanjian Kinerja, Pelaporan. Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Luar 'Negeri Nomor . SK.08A/
OT/VIf2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
R1 di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01

tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar
Negeri Tahun 2015 — 2019.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI HO CHI MINH CITY
TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERWAKILAN Rl HO CHI MINH CITY TAHUN 2015 - 2019

Menetapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Ri Ho

. Chi Minh City Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam

l[ampiran keputusan ini;



Kedua . Pada saat Keputusan ini berlaku, SK. Keppri No. 11/KP/V/2015
Tentang Rencana Strategis (Renstra} Perwakilan Ri Ho Chi Minh
City tahun 2015 — 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ketiga © Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
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Ditetapkan di : Ho Chi Minh City
Pada tanggal: 07 Desember 2015
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BAB 1
PENDAHULUAN

i.4  Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sebagai salah satu komponen dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan
bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan good govemarnce, yang sejak
tahun 2007 dikaitkan dengan pengalokasian dan realisasi anggaran sesuai DIPA
tahunan untuk setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu, Konsulat Jenderal
Republik Indonesia Ho Chi Minh City (KJRI HCMC) menyusun Renstra tahun 2015 -
2019 yang .akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
dan realisasi anggaran pada RKT 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Penyusunan Renstra Perwakilan mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta visi dan misi Pemerintah Joko Widodo,
khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri dan
Rencana Strategik Kementerian Luar Negeri sebagaimana tercantum pada dokumen
Renstra- Kementerian Luar Negeri tahun.2015- 2019, Sementara itu,tugas pokok
KJRI HCMC adalah memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia
dengan Republik Sosialis Vietnam yang seluruhnya diabdikan bagi pencapaian
kepentingan nasional Indonesia. Sesuai dengan bobot mist (Indeksasi misi
Perwakilan), kepentingan nasional Iindonesia di Vietnam lebih meningkatkan capaian
di bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata. Oleh karena
itu, kebijakan KJRI HCMC adalah memberi prioritas pada fungsi ekonomi yang
tercermin pada tujuan dan sasaran Renstra 2015-2018.

Renstra KJRI HCMC tahun 2015 - 2019 memberikan arah dan acuan bagi KJRI
HCMC dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di negara Republik Sosialis
Vietnam; khususnya wilayah kerja KJRI HCMC berdasarkan Surat Tauliyah Konsul
Jenderal RI HCMC sebanyak 23 provinsi terdiri dari: Wilayah Southeast: Ho Chi Minh
City, Provinsi Binh Phuoc, Provinsi Tay Ninh, Provinsi- Ba Ria-Vung Tau, Provinsi
Binh Duong, Provinsi Dong Nai; wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Provinsi Long
An, Provinsi Tien Giang, Provinsi Ben Tre, Provinsi Tra Vinh, Provinsi Vinh Long,
Provinsi Dong Thap, Provinsi An Giang, Provinsi Kien Giang, Provinsi Hau Giang,
Provinsi Soc Trang, Provinsi Bac Lieu, Provinsi Ca Mau; dan Sebagian Wilayah
Central Highlands dan South Central Coast. Provinsi Dak Nong, Provinsi Lam Dong,
Provinsi Ninh Thuan, Provinsi Binh Thuan.

Pertumbuhan ekonomi HCMC pada periode 2011-2015 ‘diproyeksikan tumbuh
sebesar 8-9% dan dalam kurun waktu 2016-2020 mencapai 9,5-10%. Pembangunan
ekonomi tahap fanjutan dengan rentang waktu hingga 2025 diproyeksikan berkisar
8,5-9%, dimana struktur ekonomi mengalami peralihan dari agraris menjadi berbasis
manufaktur serta jasa dan terfokus pada beberapa produk utama seperti
permesinan, elekironik, informasi dan teknologi, farmasi dan kimia, pengolahan
makanan serta garmen dan tekstit. ‘

Selama 5 (lima) tahun terakhir dengan periode 2010-2015 neraca perdagangan
bilateral Indonesia-Vietham mengalami kenaikan sebesar 14,60%, dengan
peningkatan ekspor produk Indonesia pada periode tersebut menguat 5%. Secara
spesifik nilai perdagangan kedua negara pada 2014 mencapai 5,86 miliar dan
pendapatan ekspor Indonesia senilai US$ 2,45 miliar. Sementara itu kedua negara



juga telah sepakat untuk meningkatkan target volume perdagangan Indonesia —
Vietnam pada tahun 2018 menjad: US$ 10 miliar.

Saat ini terdapat beberapa perusahaan milik Indonesia yang beroperasi di wilayah
kerjia KJRI HCMC dengan kepemilikan fasilitas produksi, beberapa diantaranya
adalah PT. Impack Pratama Industri di Provinsi Dong Nai dan 5 perusahaan
(Dynaplast Packaging Vietnam Co., Ltd, Jupiter Foods Joint Stock Company, Lautan
Luas Vietnam Co., Ltd, Edson Intermational dan Alkana Investment) di Provinsi Binh
Duong. Investasi Indonesia di Vietnam tidak saja untuk memanfaatkan pasar
Vietnam, tefapi juga untuk pasar di negara tetangga yaitu Kamboja dan Laos serta
pasar negara ketiga yang menjadi tujuan ekspor Vietham.

Kerjasama bidang penerangan, sosial budaya dan pendidikan secara gradual
meningkat sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1955.
Pembukaan KJRI HCMC pada 1993 menegaskan tingkat kepentingan Vietnam,
khususnya wilayah selatan Vietnam, bagi Indonesia. HCMC yang merupakan
transportasi (hub} dan sentra pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata dan
pendidikan Vietnam didukung oleh wilayah Delta Mekong yang subur dengan
perannya sebagai produsen dan penyuplai pangan Vietham merupakan mitra
potensial bagi berbagai wilayah Indonesia untuk membangun kerjasama dalam
berbagai bidang. Faktor sejarah, kemiripan karakteristik dan budaya serta
persahabaan tradisiona! Indonesia dengan bangsa Vietnam merupakan landasan
yang baik bagi pengembangan kerjasama dalam bidang sosial kemasyarakatan,
budaya dan pendidikan tersebut.

Dalam kerangka kerjasama kebudayaan, dukungan dan respons positif diterima
dari masyarakat Vietnam yang terbuka dan dinamis dan memiliki apresiasi yang
tinggi terhadap produk dan nilai budaya. Pemerintah daerah setempat memiliki
inisiatif tinggi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pertukaran budaya.
Kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders setempat baik pemerintah,
swasta, organisasi kemasyarakatan maupun media merupakan modalitas dalam.
pelaksanaan program dan pencapaian sasaran, yakni peningkatan pemahaman
masyarakat setempat dan masyarakat asing lainnya di wilayah kerja KJRI HCMC
“terhadap Indonesia, people-fo-pecple connectivity dan promosi citra positif [Indonesia
secara keseluruhan. Sejumiah kegiatan bidang sosial-budaya kemasyarakatan
dilaksanakan dengan frekuensi yang cukup tinggi dan terhadap audience yang
beragam, namun demikian, masih perlu digencarkan upaya promosi Indonesia
secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat
mengenai Indonesia secara lebih baik dan mendalam. Masyarakat indonesia yang
bekerja dan berdomisili di wilayah kerja KIRI HCMC yang mayoritas terdiri dari para
profesional berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan positif terhadap upaya
promosi citra positif Indonesia di Vietnam. Berbagai kegiatan dan aktivitas
dilaksanakan KJRI HCMC secara rutin dalam rangka pembinaan masyarakat
Indonesia tersebut.

Dalam bidang pendidikan, tercatat upaya Pemerintah Vietnam dalam
mengembangkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan sekolah
kejuruan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia
yang handal untuk mendukung dan menunjang percepatan kegiatan ekonomi yang
berjalan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak diterapkannya
kebijakan ekonomi terbuka, HCMC khususnya, berperan sebagai pusat pendidikan
tinggi yang diunggulkan Vietnam. Saat ini terdapat sekitar 36 sekolah kejuruan dan
72 Universitas, termasuk colfege dengan total mahasiswa sebanyak 600 ribu pelajar.
Tercatat pula sejumlah negara antara lain Australia, Belanda, Amerika Serikat,



Perancis dan Singapura yang telah mengembangkan kerjasama dengan Vietnam
dengan mendirikan sekolah dan universitas di HCMC, disamping memberikaq
beasiswa kepada masyarakat Vietnam yang ingin menuntut ilmu di berbagai
universitas di sejumlah negara dalam berbagai disiplin ilmu.

Pemerintah RIi dalam hal ini memberikan secara reguler dan berkelanjutan
beasiswa melalui skema Program Darmasiswa, Beasiswa Seni dan Budaya
Indonesia dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. KJRI HCMC telah
memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Vietham
melalui sejumlah kesepakatan MoU yang sejauh ini mengalami peningkatan baik
dalam jumlah maupun implementasi kesepakatan melalui berbagai kegiatan dan
program bersama yang riil dan konkret. Kontribusi para alumni penerima beasiswa
tersebut telah pula dioptimalkan melalui mekanisme pendirian dan aktivitas !katan
Alumni Indonesia-HCMGC yang didirikan pada Agustus 2013, berafiliasi kepada Ho
Chi Minh City Union of Friendship Organizations (HUFQ).

Sebagai upaya dalam memberikan informasi mengenai peraturan dan
perkembangan hukum Vietnam, pemerintah daerah HCMC bekerjasama dengan
instansi setempat terkait kerap menyelenggarakan seminar. Dikarenakan semakin
meningkatnya jumiah warga negara asing berkunjung ke HCMC khususnya Vietnam
bagian selatan baik untuk tujuan wisata maupun bisnis terdapat kecenderungan
timbulnya beberapa kasus hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada
WNI agar tidak mengalami masalah hukum di luar negeri, KJRI HCMC secara rutin
memberikan informasi mengenai Peraturan Kekonsuleran dan Keimigrasian Rl dan
Vietnam kepada WNI baik melalui websife maupun pertemuan-pertemuan
masyarakat dalam kerangka pembinaan masyarakat. KJRI HCMC juga selalu
mengingatkan WNI mengenai pentingnya melakukan lapor diri supaya dapat
memberikan perlindungan secara baik. Pada umumnya KJR! dapat membantu
penyelesaian kasus WNI berkat koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja
KJR! HCMC.

Dalam kegiatan keprotokolan, jumlah kunjungan tamu baik dari Kemlu maupun
dari Kementerian dan Lembaga lain cenderung terus meningkat, baik kunjungan ke
HCMC maupun transit untuk dinas ke provinsi lain di wilayah kerja. Terdapat
peningkatan Kegiatan pelayanan keprotokolan sebagai akibat adanya jalur
penerbangan langsung dari HCMC ke Jakarta dan sebaliknya.

Sebagai kota utama kegiatan perdagangan dan industri Vietnam, pemerintah
pusat menempatkan perangkat pemerintah yang kuat di HCMC, dimana tercatat
adanya 23 kantor perwakilan kementerian negara untuk melayani semua keperluan
termasuk yang berkaitan dengan pihak asing. Selain itu, terdapat 50 perwakilan
asing tingkat Konsulat Jenderal dan Konsul Kehormatan, disamping 22 asosiasi
bisnis asing, dan lebih dari 3.000 kantor perwakilan perusahaan asing dari sekitar 60
negara.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran KJR| di HCMC turut
memberikan pengaruh dalam memperkuat peningkatan hubungan R!-Vietnam pada
umumnya dan wilayah kerja KJRI HCMC pada khususnya sesuai dengan visi dan
misi KJRI HCMC 2015-2019. Berdasarkan data dari General Statistics Office of
Vietnam per tanggal 1 April 2014, Total jumlah penduduk Vietnam mencapai
90.493.352 jiwa, dan hampir 40%-nya (35.981.300 jiwa)} terkonsentrasi di 23 provinsi
wilayah kerja KJRI HCMC. Dimana sekitar 8 juta jiwa diantaranya berada di HCMC.



.2 Analisis SWOT

1. Strengths {(Kekuatan-kekuatan)

a.

a o

Kemampuan dan keterampilan SDM pada umumnya memadai dalam
mendukung pelaksanaan tugas KJRI HCMC; '

Koordinasi internal telah terlaksana dengan baik dalam mendukung
pelaksanaan tugas KJRI HCMC;

Dukungan sarana perkantoran cukup memadai,

Koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Hanoi telah terjalin dengan baik dan
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perwakilan Rl di Vietnam;
Hubungan kerja yang baik telah terbina dengan instansi terkait di Vietnam
khususnya dengan Deplu, Imigrasi dan Polisi sehingga mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Weaknesses {Kelemahan)

a.

b.

Kendaraan dinas terbatas sehingga menghambat kelancaraan pelaksanaan
tugas keprotokolan;

Terbatasnya pass bandara yang dapat menghambat kelancaran tugas
protokol,

Anggaran Perlindungan WNI/BHI sangat terbatas dalam DIPA Perwakilan
sehingga Perwakilan tidak dapat membiayai WNI yang mengalami masalah;
Anggaran yang tersedia dalam DIPA tidak mencukupi untuk menunjang
kegiatan Perwakilan; :
Kondisi gedung kantor dan wisma belum memadai dengan status sewa,
Keterpatasan kemampuan berbahasa Vietnam SDM KJRI HCMC terkait

- dengan tingkat kesulitan bahasa Vietnam,

Rendahnya persepsilpemahaman mengenai dinamika pembangunan
ekonomi Vietnam.

3. Oppoertunities (Peluang)

a.

Wilayah kerja KJRI HCMC dengan populasi sekitar 36 juta jiwa, kedekatan
geografis dengan Indonesia, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta
keanggotaan dalam Trans Pacific Partnership maupun pakta perdagangan
bebas lainnya seperti dengan Uni Eropa dan Customs Union, Korea Sefatan
yang akan memberikan preferenfial treatment bagi Vietnam patut
dipertimbangkan sebagai peluang ekspansi bisnis oleh peiaku usaha
Indonesia;

Keterampilan dan inovasi teknologi terbaru sektor pertanian dan perikanan
dapat menjadi peluang kerjasama dengan sektor serupa di indonesia
terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan realisasi kebijakan
poros maritim;

Semakin besarnya minat generasi muda Vietham untuk mengenal dan belajar
mengenai Indonesia;

Dinamika pertumbuhan ekonomi dan sosial-budaya di wilayah kerja KJRI
HCMC merupakan peluang besar untuk mengembangkan kerjasama antara
Indonesia dengan Vietnam;

Peningkatan hubungan Indonesia-Vietnam menjadi Kemitraan Strategis
dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha kedua negara untuk mendapatkan
preferential treatment dalam perdagangan dan investasi terutama untuk
merealisasikan target perdagangan bilateral US$ 5 miliar pada 2015 dan US$
10.miliar tahun 2018;



Pemda HCMC dan sekitarnya berusaha terus membuka diri, memberikan
berbagai insentif maupun kemudahan berinvestasi, meningkatkan
perdagangan, dan pariwisata dengan Indonesia:

Terbentuknya Komunitas Ekonomi' ASEAN pada 2015 yang membuka akses
luas bagi pergerakan arus barang, jasa dan tenaga kefja;

Meningkatnya daya beli dan awareness konsumen lokal atas produk
berkualitas telah mendorong kenaikan permintaan produk lebih berkualitas;
Pemberitaan media massa tentang Indonesia di wilayah kerja KJRI HCMC
secara umum baik dan berimbang;

Berlakunya bebas visa kunjungan singkat selama 30 hari untuk pemegang
paspor biasa Warga Negara Indonesia dan Vietnam, telah mempermudah
lalu lintas keimigrasian masyarakat kedua negara,

Terbukanya peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan
di wilayah kerja KJRI HCMC. :

. Threats (Ancaman/hambatan)

a.

Keputusan pemerintah Indonesia menerapkan larangan dan pembatasan
(lartas) ekspor-impor produk tertentu yang berpotensi menghambat
akselerasi waktu realisasi target perdagangan bilateral;

Perbedaan standarisasi sering menghambat proses customs clearance
karena diharuskannya inspeksi ulang oleh suwrveyor setempat meskipun suatu
produk telah memiliki sertifikasi standarisasi internasional,

Kurangnya penerbangan langsung/ regular dari Indonesia ke Vietnam,
Meningkatriya secara drastis minat perusahaan-perusahaan asing unfuk
memasarkan produknya maupun berinvestasi di Vietnam yang dapat menjadi
saingan utama produk-produk Indonesia.

Kesamaan komoditi yang diproduksi kedua negara sering kali menimbuikan
persaingan harga di pasar global;

Peningkatan secara signifikan investasi asing di Vietnam vyang
mengembangkan kemandirian Vietnam di berbagai sektor industri baik
pangan, aqua culture, manufaktur serta. jasa menjadi ancaman bagi
peningkatan pangsa pasar produk indonesia :



: BAB Il
VISI, MiSI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN

.1 Visi Perwakilan RI

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta melihat latar belakang dan
mencermati kondisi yang ada, KJRI HCMC mempunyai visi:

“Menjadi Ujung Tombak Dalam Mewujudkan Wibawa Diplomasi Indonesia di
Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Rl Ho Chi Minh City”

Pernyataan Visi KJR1 HCMC tersebut didasarkan pada Renstra Kementerian Luar
Negeri R] Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan kondisi umum wilayah kerja dan
peran aktif Konsulat Jenderal Rl Ho Chi Minh City dalam memperkuat dan
mempererat hubungan Indonesia secara timbal balik dengan wilayah kerja.

Beberapa komponen dalam pernyataan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut:

Menjadi Ujung Tombak adalah barisan terdepan sebagai penyelenggara negara
untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara setempat bagi kepentingan
kesejahteraan rakyat Indonesia serta melakukan perlindungan bagi WNI/BHI di
wilayah Kerja.

Mewujudkan Wibawa Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia
dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena
peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional.

Wilayah Kerja KJRI HCMC adalah daerah yang menjadi cakupan pengembangan
hubungan KJRI Ho Chi Minh city di wilayah Republik Sosialis Vietnam, sebanyak 23
provinsi, ferdiri dari: Wilayah Southeast: Ho Chi Minh City, Provinsi Binh Phuoc,
Provinsi Tay Ninh, Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Provinsi Binh Duong, Provinsi Dong
Nai; wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Provinsi Long An, Provinsi Tien Giang,
Provinsi Ben Tre, Provinsi Tra Vinh, Provinsi Vinh Long, Provinsi Dong Thap,
Provinsi An Giang, Provinsi Kien Giang, Provinsi Hau Giang, Provinsi Soc Trang,
Provinsi Bac Lieu, Provinsi Ca Mau; dan Sebagian Wilayah Central Highlands dan
South Central Coast. Provinsi Dak Nong, Provinsi Lam Dong, Provinsi Ninh Thuan,
Provinsi Binh Thuan.

i.2 Misi Perwakilan RI

Dari pernyataan Visi yang ditetapkan tersebut, KIRI HCMC menetapkan beberapa
pernyataan Misi untuk kurun waktu 2015-2019 sebagai pedoman implementasi Visi
tersebut, Rumusan Misi KIR! HCMC adalah:

1. Memperkuat peran perwakilan Rl dalam memajukan kepentingan nasional di
wilayah kerja KJR| Ho Chi Minh City.



Memperkuat adalah melakukan upaya secara berkelanjutan untuk
mencapai target yang diinginkan.
Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kepentingan nasional pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dalam
kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan dengan negara akreditasi
sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar
1945, yakni mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan
herkeadilan.

Wilayah Kerja adalah daerah yang menjadi cakupan pengembangan
hubungan KJRI di wilayah Republik Sosialis Vietham.

2. Meningkatkan kapasitas KJRI Ho Chi Minh City yang mumpuni dalam
mendukung diplomasi Indonesia di wilayah Vietnam Selatan.

Meningkatkan adalah mempertinggi derajat yang dapat diakui dan diterima
secara luas.

Kapasitas adalah kemampuan yang menjadi keunggulan utama organisasi.

Mumpuni adalah mampu melaksanakan fugas dengan baik.

Diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara
satu negara dan negara yang lain; urusan kepentingan sebuah negara
.dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain.

.3 Tujuan Perwakilan Rl

Tujuan KJRI Ho Chi Minh City merupakan kondisi yang akan diinginkan pada masa
mendatang 5 (lima) tahun sebagai tahapan mewujudkan visi dan misi KJRI Ho Chi
Minh City. Pencapaian tujuan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta
disertai target. Selaras dengan tujuan Kementerian Luar Negeri, maka KJRI Ho Chi
Minh City menetapkan rumusan tujuan sebagai berikut; '

a.  Peran KJRI Ho Chi Minh City yang Berpengaruh

Peran, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.
Berpengaruh, adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-
isu bilateral.

Peran KJRI dimaksud diukur dari dua indikator kinerja utama yaitu peran dalam
menyelesaikan permasalahan WNI dan BH! di luar negeri serta persepsi publik
diwilayah kerja yang berpandangan positif terhadap Indonesia.



Baine

Peréri Perwaki

berpengaruh

b. Nilai Manfaat Ekonomi Keuangan dan Pembangunan yang Optimal

Nilai manfaat ekonomi, adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi,
keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan
hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Optimal, adalah yang terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan.

Nilai manfaat ekonomi keuangan dan pembangunan yang optimal diukur dari
tiga indikator kinerja utama yaitu nilai total perdagangan, jumlah wisatawan, dan
nilat investasi.

wfg;“g’%ﬁg PeTaN | Nilai Total Perdagangan | USD 5,8 M USD 10 M
pnqzzgzttakan ekon:rllrfi',[ Jumlah wisatawan 40.000 Orang 760.000 ’
keuangan dan Orang
pembangunan  yang | Nilai investasi USD 50 juta USD 60 juta:
optimal melaiui upaya

diplomasi KJRI HCMC

.4 Sasaran Strategis Perwakilan Rl

Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan pada periode 2015 -2019,
KJRI HCMC merencanakan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

a) Peningkatan peran Perwakilan Rl daiam menciptakan nilai manfaat ekonomi dan
pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya -

Peran, adalan partisipasi dan keikutsertaan secara aktif

Menciptakan, adalah membuat/mengadakan sesuatu yang baru. -

Nilai manfaat ekonomi, adalah jumiah nominal manfaat secara ekonomi,
keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan
hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.
Kesejahteraan, adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan,
ketenteraman.

10



b)

C)

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase peningkatan frade, fourism, and
investment disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019
sebagaimana tabel di bawah.

Peningkatan  peran | Persentase

KJRI HCMC dalam | peningkatan frade,
menciptakan nilai | tourism and
manfaat ekonomi, | investment (TTI)
keuangan dan

pembangunan vyang

optimal melalui

upaya diplomasi

KJRI HCMC

Menguatnya peran soft power diplomacy yang dilakukan oleh KJRI HCMC di
wilayah kerja

Menguat, adalah meningkatkan keunggulan / tidak mudah goyah

Diplomasi soft power, adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan
negara-negara dan entitas internasional lain dengan menggunakan kemampuan
untuk menarik perhatian dan bekerja sama, mengubah dan mempengaruhi opini
publik dan sosial melalui bebebagai saluran.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase surVey publik dan pandangan
media yang berpandangan positif terhadap Indonesia disertai dengan target
setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah.

Menguatnya peran | Persentase publik di | 95% | 93% | 94% | 95% | 96%
soft power diplomacy | wilayah .kerja  yang

yang dilakukan oleh | berpandangan  positif

KJRI HCMC di | terhadap Indonesia

wilayah Kerja :

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan
diaspora

Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.
Pelayanan, adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen
dan perizinan dalam hal kekonsuleran, Keimigrasian, Kketenagakeijaan,
pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain.
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Perlindungan, adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan
penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi
WNI dan BHI yang terkena kasus di luar negeri.

WNI, adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik

Indonesia.

BHI, adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan
menurut peraturan perundangan Indonesia.

Diaspora, adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang
memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase permasalahan WNI dan BHI di
wilayah kerja yang diselesaikan, pemahaman WNI! (diaspora) atas isu utama
terkait perlindungan WNI di Negara akreditasi, serta responded atau pengguna
jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran disertai dengan target
setiap tahun sampai dengan 2019. Persentase tersebut diperoleh dari
komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Meningkatnya Persentase 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
pelayanan dan | Permasalahan  WNI/ ,
perlindungan  WNI/ | BHI di Luar Negeri
BHI, . serta | yang diselesaikan
pemberdayaan
diaspora Persentase responden | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
atau pengguna jasa
yang menyatakan
puas atas pelayanan
kekonsuleran

d) Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel
Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya

Manajemen, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan
efisien.

Akuntabel, adalah dapat dipertanggungjawabkan dan harus mencapai sasaran
baik fisik maupun keuangan. ' '

Sasaran sfrategis ini diukur melalui nilai hasil evaiuasi AKIP KJRI Ho Chi Minh
City yang dilakukan oleh BPO dan Itjen dan Persentase realisasi anggaran
(SP2D) terhadap alokasi DIPA KJRI Ho Chi Minh City disertai dengan target
setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah.
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penerapan
manajemen kinerja
dan anggaran yang
akuntabel

Nilai evaluasi :
Akuntabilitas Kinefa | °° | 87 | 70 | 72 75
Instansi Pemerintah
(AKIP)  Perwakilan
yang dilakukan ltjen
dan BPO
- 100% | 100% | 100% | 100%

Persentase Realisasi
Anggaran (8P2D)
terhadap Alokasi
DIPA Perwakilan
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Lampiran | : Matriks Arah Kebijakan dan Strategi

impiementasi
kerja sama perdagangan,
investasi dan pariwisata

Mendorong

1 | Peningkatan diplomasi
ekonomi

2 Peningkatan peran dan
pengaruh Indonesia sebagai
negara middle power di dunia
internasional

Menggunakan diplomasi
publik yang berkarakter soft
power Indonesia melalui
kerja sama kebudayaan,
pemberian beasiswa, people
to people contact, jejaring
diaspora Indonesia

I

3 | Peningkatan pelayanan dan
perlindungan WNI/ BH! serta

Memastikan kehadiran
negara dalam pelayanan

A

Meningkatkan koordinasi
dengan  seluruh - pemangku
kepentingan di hidang
perdagangan, investasi “dan
pariwisata ‘

Meningkatkan persentase publik
di wilayah kerja yang
berpandangan positif terhadap
Indonesia

Meningkatkan
permasalahan

persentase
WNI/  BHI di

Luar Negeri yang berbasis
teknologi informasi

dan tata kelola Kementerian
Luar Negeri dan Perwakilan
RI

pemberdayaan diaspora di | dan perlindungan WNI/BHI | wilayah kerja yang diselesaikan
negara akreditasi di  luar negeri dengan
mengedepankan kepedulian
dan keberpihakan
Memperkuat sinergi dalam | Meningkatkan’ persentase
perlindungan WNI di luar | responden atau pengguna jasa
negeri dengan Komunitas | yang menyatakan puas atas
Indonesia di luar negeri | pelayanan kekonsuleran
serta pelayanan dan
pemberdayaan Diaspora
dan Masyarakat Madani
4 1 Kapasitas organisasi, tata | Melakukan penataan i Mewujudkan manajemen SDM
kelola yang akuntabel, serta | organisasi yang adaptif, | KIRI HCMC vyang berbasis
kompetensi SDM Kementerian peningkatan evaluasi kinerja | kempetensi dan kinerja vyang

transaparan dan akuntabel




